
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1344, 2019 KEMEN-LHK. Hutan Taman Industri. 

Pembangunan.  
 

 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 

TENTANG 

PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hutan, 

memenuhi kesinambungan bahan baku industri hasil 

hutan, diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan 

kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat 

setempat, perlu diatur mengenai pola penyelenggaraan 

hutan tanaman industri; 

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang 

Pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan 

Tanaman Industri, sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan 

hutan tanaman industri sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia     Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  tentang 

Izin Lingkungan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5957); 

11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung; 

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17);  

14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017     

Nomor 196); 

15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang 

Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 172); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-

II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-

II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur 

dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1311); 

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-

II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga 
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Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227); 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-

II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/ 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang 

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana 

Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 360); 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang 

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan 

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak 

Pengelolaan, atau pada Hutan Hak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);  

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang 

Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan 

Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524); 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang 

Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1663); 

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang 
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